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Abstract. 

Indomaret and alfamart are franchise minimarket chains in Indonesia. This minimarket  

provides a variety of basic necessities and daily necessities. Indomaret and Alfamart are very 

easy  to find in residential areas, office buildings and public facilities. Law enforcement is 

aimed at  improving order and legal certainty in society. This is done, among others, by 

regulating the  functions, duties and authorities of institutions in charge of enforcing the law 

according to the  proportion of their respective scopes, and is based on a good cooperation 

system and supports the  goals to be achieved. Parking is a stop that is also one of the public 

facilities that can be used by  anyone while traveling, parking lots are very important for 

temporarily store your vehicles such as  motorbikes and cars when you are going to activities.  

The practice of illegal levies is rife once implemented. The form that is easiest to find is 

what  often occurs in various public places, where we often find irresponsible people who ask 

for parking  money illegally. This action is clearly troubling because it is contrary to 

regulations in the place  which actually does not charge parking fees to visitors. Hereby the 

case is regulated in the Law,  Article 1 number 64 of Law No. 28 of 2009 mentions the issue of 

parking levies which are payments  for certain services or permits provided specifically or 

given from local governments as in the  interest of private persons or entities. So that this 

parking attendant can be subject to extortion  and threats in articles 368-371 of the Criminal 

Code is part of Chapter XXIII of the Criminal Code  which contains "Whoever, with intent to 

benefit himself or others by contravening rights, coerces  a person by force, threats of violence, 

so that that person gives goods, which wholly or partly  include the person's own property to 

another person or so that the person makes a debt or write off  receivables, punishable for 

extortion with imprisonment for not more than nine years. In regional  regulation Number 03 

of 2011 concerning Regional Taxes in Chapter III Article 69 Number 1  which reads "Tax 

Collection is prohibited from being bought"  
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Abstrak 

Indomaret dan alfamart adalah jaringan minimarket waralaba di Indonesia. Mini market 

ini  menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Indomaret dan 

alfamart  sangat mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran dan fasilitas 

umum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam  

masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang  

lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing 

masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak  

dicapai. Parkiran adalah suatu tempat pemberhentian juga termasuk salah satu sarana umum 

yang  dapat digunakan oleh siapapun saat sedang bepergian tempat parkir sangat lah penting 

untuk  menyimpan sementara kendaraan kalian seperti motor dan mobil saat kalian akan 

beraktifitas.  

praktik pungutan liar marak sekali dilaksanakan. Bentuknya yang paling mudah 

ditemukan  adalah yang kerap terjadi di berbagai tempat umum, di mana seringkali kita 

menemukan adanya  oknum-oknum masyarakat tidak bertanggung jawab yang meminta uang 

parkir secara ilegal.  Tindakan tersebut jelas meresahkan karena bertentangan dengan regulasi 

di tempat tersebut yang  sebenarnya tidak memungut biaya parkir kepada pengunjung. Dengan 

ini kasus yang ada di atur di  dalam Undang-Undang, Dalam Pasal 1 angka 64 UU No. 28 

Tahun 2009 menyebutkan soal  retribusi parkir yang merupakan pembayaran pada jasa atau 

pemberian izin tertentu yang  disediakan khusus atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai 

dalam kepentingan orang pribadi  atau badan. Sehingga juru parkir ini bisa dikenakan hukum 

pemerasan dan pengancaman dalam  pasal 368-371 KUHP merupakan bagian dari BAB XXIII 

KUHP yang didalamnya berisi  “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain dengan melawan  hak, memaksa orang dengan kekerasan ancaman 

kekerasan, supaya orang itu memberikan barang,  yang sama sekali atau sebagiannya termasuk 

kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain  atau supaya orang itu membuat utang atau 

menghapuskan piutang, dihukum karena memeras  dengan hukuman penjara selama-lamanya 

sembilan tahun. Dalam peraturan daerah Nomor 03  Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada 

Bab III Pasal 69 Angka 1 yang berbunyi “Pemungutan  Pajak dilarang diborongkan”  

 

Kata Kunci : peraturan hukum, parkir liar, minimarket  
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LATAR BELAKANG  

Indomaret dan alfamart adalah  jaringan minimarket waralaba di  Indonesia. Mini 

market ini menyediakan  berbagai macam kebutuhan pokok dan  kebutuhan sehari-hari. 

Indomaret dan  alfamart sangat mudah ditemukan di  daerah perumahan, gedung 

perkantoran  dan fasilitas umum.  

Sejarah singkat indomaret dan  alfamart, Indomaret berdiri pada 1988,  dikelola 

oleh PT Indomarco Prismatama,  bagian dari usaha Salim Grup.  Sedangkan Alfamart 

berdiri pada 1989,  dikelola oleh PT Sumber Alfaria Trijaya  Tbk, didirikan oleh Djoko 

Susanto.  Keduanya adalah konglomerat terkenal  di Tanah Air.1 

Penegakan hukum ditujukan  guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum 

dalam masyarakat. Hal  ini dilakukan antara lain dengan  menertibkan fungsi, tugas dan 

wewenang  lembaga-lembaga yang bertugas  menegakkan hukum menurut proporsi  

ruang lingkup masing-masing, serta  didasarkan atas sistem kerjasama yang  baik da2n 

mendukung tujuan yang hendak  dicapai. 2  

Menurut Pendapat ahli yaitu  (Dellyana Shant-1988), Penegakan  hukum 

merupakan suatu usaha untuk  mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian  hukum dan 

kemanfaatan sosial menjadi  kenyataan. Jadi penegakan hukum pada  hakikatnya adalah 

proses perwujudan  ide-ide. Penegakan hukum adalah proses  dilakukannya upaya 

tegaknya atau  berfungsinya norma norma hukum secara  nyata sebagai pedoman pelaku 

dalam  lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat  dan 

bernegara.Penegakan hukum  merupakan usaha untuk mewujudkan  ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang  diharapkan rakyat menjadi kenyataan.  Penegakan hukum 

merupakan suatu  proses yang melibatkan banyak hal.  

Parkiran adalah suatu tempat  pemberhentian juga termasuk salah satu  sarana 

umum yang dapat digunakan oleh  siapapun saat sedang bepergian tempat  parkir sangat 

lah penting untuk  menyimpan sementara kendaraan kalian  seperti motor dan mobil saat 

kalian akan  beraktifitas.  

                                                
1 Dinar Fitra Maghiszha. “Terungkap! Ini Alasan Kenapa Indomaret Dan Alfamart Selalu  Berdekatan.” 

https://economy.okezone.com/.  Okezone.com, August 24, 2022 
2 PKBH UAD. “PENEGAKAN HUKUM | PKBH  FAKULTAS HUKUM UAD.” Uad.ac.id,  January 14, 2012.  

http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/.  
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Pungli atau pungutan liar adalah  tindakan meminta sesuatu uang dan  sebagainya 

kepada seseorang tanpa  menurut peraturan yang lazim. Pungutan  liar adalah kejahatan 

yang tergolong ke  dalam bentuk kejahatan luar biasa dan  termasuk ke dalam aksi 

korupsi. dan  praktik pungutan liar marak sekali  dilaksanakan. Bentuknya yang paling  

mudah ditemukan adalah yang kerap  terjadi di berbagai tempat umum, di  mana 

seringkali kita menemukan adanya  oknum-oknum masyarakat tidak  bertanggung jawab 

yang meminta uang  parkir secara ilegal. Tindakan tersebut  jelas meresahkan karena 

bertentangan  dengan regulasi di tempat tersebut yang  sebenarnya tidak memungut 

biaya parkir  kepada pengunjung3.3 dan siapapun yang  melakukan pungli dapat dilihat 

pada  Pasal 368-371 KUHP yang mengatur  mengenai tindak pemerasan dan  

pengancaman. Salah satu ayat dalam  pasal tersebut berbunyi: “Barang siapa  dengan 

maksud menguntungkan diri  sendiri ataupun orang lain secara  melawan hukum, yaitu 

memaksa orang  lain dengan kekerasan ataupun ancaman  kekerasan untuk memberikan 

sesuatu  barang, yang seluruhnya maupun  sebagian milik orang lain atau untuk  

memberikan hutang serta menghapus  piutang, diancam, karena pemerasan,  dengan 

pidana penjara yang paling lama  yaitu sembilan tahun.”Berdasarkan  peraturan tersebut, 

dapat dilihat bahwa  hukuman yang seharusnya layak diterima  oleh para pelaku pungli 

adalah pidana  penjara dalam kurun waktu paling lama  sembilan tahun. Namun, 

nyatanya,  hingga saat ini, para pelaku pungli masih  saja banyak yang berkeliaran bebas 

dan  melaksanakan aksinya tanpa ketakutan  sama sekali akan hukuman tersebut4.4  

Peraturan parkir di indomaret  dan Alfamart menjelaskan bahwa  konsumen 

indomaret dan Alfamart yang  menggunakan kendaraan bermotor saat  berbelanja di 

toko, pada dasarnya tidak  perlu membayar parkir.Selain itu, bahwa  di setiap toko telah 

tertempel stiker bebas  parkir yang artinya konsumen tidak perlu  membayar biaya parkir 

sekalipun ada  juru parkir liar di lapangan.bahwa parkir  gratis adalah salah satu cara 

untuk  memberikan kenyamanan bagi  konsumen setia Alfamart. Namun  meskipun 

                                                
3 Cimahikota.go.id. “Pemberantasan Pungli Di  Instansi Pemerintah Dan Pelayanan Publik - Selamat Datang Di Website 

Resmi  Pemerintah Daerah Kota Cimahi,” 2023. https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/deta il/1174-pemberantasan-

pungli-di-instansi pemerintah-dan-pelayanan-publik.. 

 
4 Kitab undang undang hukum pidana 
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parkir gratis, konsumen tidak  perlu khawatir keamanan kendaraannya.55  

 

METODE PENELITIAN   

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam  penelitian ini dan 

supaya dapat  memberikan hasil yang bermanfaat maka  penelitian ini dilakukan dengan  

penelitian yuridis normatif Metode  penelitian yuridis normatif adalah  penelitian hukum 

kepustakaan yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan atau data 

sekunder  belaka.  

Pendapat dari (Soerjono  Soekanto) pendekatan yuridis normatif  yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan  dengan cara meneliti bahan pustaka atau  data sekunder sebagai 

dasar untuk diteliti  dengan cara mengadakan penelusuran  terhadap peraturan-peraturan 

dan  literatur-literatur yang berkaitan dengan  permasalahan yang diteliti.6 

Selanjutnya pendekatan  kualitatif, pendapat Moleong (2007: 6)  yang memaknai 

penelitian kualitatif  sebagai penelitian yang bertujuan untuk  memahami fenomena yang 

dialami oleh  subjek penelitian. Lebih pas dan cocok  digunakan untuk meneliti hal-hal 

yang  berkaitan dengan penelitian perilaku,  sikap, motivasi, persepsi dan tindakan  

subjek. Dengan kata lain, jenis penelitian  tersebut, tidak bisa menggunakan metode  

kuantitatif. Menurut pendapat Sugiono  (2005) yang mengartikan bahwa  penelitian 

kualitatif lebih cocok  digunakan untuk jenis penelitian yang  memahami tentang 

fenomena sosial dari  perspektif partisipan. Secara sederhana,  dapat pula diartikan 

sebagai penelitian  yang lebih cocok digunakan untuk  meneliti kondisi atau situasi si 

objek  penelitian.  

A. Bagaimana Kebijakan Pemerintah  Dalam Mengatasi Retribusi Parkir  Di 

Indomaret Dan Alfamart  

Dijaman sekarang yang sangat pesat kemajuan dalam bidang apapun  termasuk 

dalam bidang tempat  perbelanjaan seperti sekarang ini yang  awalnya Cuma ada warung 

warung yang  jualan kebutuhan pokok namun sekarang  sudah ada minimarket seperti 

indomaret  dan alfamart, namun biasanya kita yang  belanja di warung-warung untuk  

                                                
5 Maya Citra Rosa. “Kejelasan Aturan Parkir Gratis  Di Alfamart Dan Indomaret Hingga Komentar  Warga Halaman All - 

Kompas.com.” 
6 Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001,  Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan  Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 

Hal 13-14  
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memarkirkan kendaraan tidak perlu membayar tukang parkir di karnakan  tidak ada 

tukang parkir namun di saat kita  berbelanja di minimarket kita dibebani  untuk 

membayar parkir di karenakan ada  pungutan liar di tempat parkir indomart  dan alfamart 

maupun sesungguhnya kita  tidak perlu membayar parkir di  indomaret dan alfamart di 

karnakna  sudah tertera tulisan bahwa parkir gratis  di indomaret dan alfamart.  

Pungli ataupun pungutan liar  adalah tindakan yang dilakukan oleh  seseorang, 

meminta pembayaran  sejumlah uang yang tak pantas ataupun  tidak berdasarkan kepada 

persyaratan  pembayaran yang ada. Kegiatan pungli  itu sendiri juga sering disamakan 

dengan  pemerasan, penipuan ataupun korupsi.  Seperti kasus kali ini praktik pungutan  

liar marak sekali dilaksanakan.  Bentuknya yang paling mudah  ditemukan adalah yang 

kerap terjadi di  berbagai tempat umum, di mana  seringkali kita menemukan adanya  

oknum-oknum masyarakat tidak  bertanggung jawab yang meminta uang  parkir secara 

ilegal. Tindakan tersebut jelas meresahkan karena bertentangan  dengan regulasi di 

tempat tersebut yang  sebenarnya tidak memungut biaya parkir  kepada pengunjung.7 

Selanjutnya pengertian  penegakan hukum itu merupakan upaya  yang dilakukan 

untuk menjadikan  hukum, baik dalam artian formil yang  sempit maupun dalam arti 

materil yang  luas, sebagai pedoman perilaku dalam  setiap perbuatan hukum, baik oleh 

para  subyek hukum yang bersangkutan  maupun oleh aparatur penegakan hukum  yang 

resmi diberi tugas dan kewenangan  oleh Undang-undang untuk menjamin  berfungsinya 

norma-norma hukum yang  berlaku dalam kehidupan bermasyarakat  dan bernegara. 

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan  hukum dapat kita 

tentukan sendiri batas batasnya Apakah kita akan membahas  keseluruhan aspek dan 

dimensi  penegakan hukum itu, baik dari segi  subjeknya maupun objeknya atau kita  

batasi hanya membahas hal-hal tertentu  saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek 

subyektif saja. Makalah ini  memang sengaja dibuat untuk  memberikan gambaran saja 

mengenai  keseluruhan aspek yang terkait dengan  tema penegakan hukum itu.8 

Dengan ini kasus yang ada di  atur di dalam Undang-Undang, Dalam  Pasal 1 

                                                
7 Konsultanku. “Pungutan Liar Dan Retribusi Parkir:  Pengunjung Minimarket Harusnya Parkir  Gratis!” Konsultanku, 

2023.   

https://konsultanku.co.id/blog/pungutan-liar adalah-retribusi-parkir.  
8 PKBH UAD. (2012). PENEGAKAN HUKUM |  PKBH FAKULTAS HUKUM UAD.  Retrieved 25 March 2023, from  

Http://Pkbh.uad.ac.id/Penegakan-Hukum 
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angka 64 UU No. 28 Tahun 2009  menyebutkan soal retribusi parkir yang  merupakan 

pembayaran pada jasa atau  pemberian izin tertentu yang disediakan  khusus atau 

diberikan dari pemerintah  daerah sebagai dalam kepentingan orang  pribadi atau 

badan.Jadi konsumen  indomaret atau alfamart bukan hanya  bebas biaya tapi juga tidak 

perlu juru  parkir, dan pembayaran parkir berlaku  jika toko indomaret atau alfamart 

berada di dalam apartemen atau kompleks  perkantoran yang sudah mengatur sistem  

parkir.9 Sehingga juru parkir ini bisa  dikenakan hukum pemerasan dan  pengancaman 

dalam pasal 368-371  KUHP merupakan bagian dari BAB  XXIII KUHP yang 

didalamnya berisi  “Barangsiapa dengan maksud hendak  menguntungkan diri sendiri 

atau orang  lain dengan melawan hak, memaksa  orang dengan kekerasan ancaman  

kekerasan, supaya orang itu memberikan  barang, yang sama sekali atau  sebagiannya 

termasuk kepunyaan orang  itu sendiri kepunyaan orang lain atau  supaya orang itu 

membuat utang atau  menghapuskan piutang, dihukum karena.10  

Dalam peraturan daerah Nomor  03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  pada Bab 

III Pasal 69 Angka 1 yang  berbunyi “Pemungutan Pajak dilarang  diborongkan”maka 

dalam peraturan  daerah tersebut mengatur Pajak Parkir  Indomaret adalah menjadi 

tanggung  jawab dan kewajiban pemilik/usaha  Indomaret, untuk membayar kepada  

Pemerintah Kabupaten Lahat. Dan, tidak  ada lagi petugas parkir yang ditempatkan  di 

halaman parkir Indomaret untuk  memungut biaya parkir di lokasi itu,  Selain Indomaret, 

Perda tentang Pajak  Parkir ini juga berlaku bagi Alfamart.  Karena dua swalayan ini 

kerap terdapat  petugas parkir.11 

B. Bagaimana Dampak Yang  Masyarakat Terima Adanya  Pungutan Liar Parkir Di  

Indomaret Dan Alfamart  

       Masyarakat adalah sekumpulan  orang yang saling berinteraksi secara  continue, 

sehingga terdapat relasi sosial  yang terpola, terorganisasi. Manusia,  baik sebagai 

individu maupun sebagai  warga masyarakat mempunyai  kebutuhan. Dalam kehidupan  

bermasyarakat, kebutuhan dapat bersifat  individual dan kolektif. Konsekuensinya,  selalu 

ada upaya manusia untuk  memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh  sebab itu, dapat dikatakan 

                                                
9 Undang -undang no 28 tahun 2009 

memeras dengan hukuman penjara  selama-lamanya sembilan tahun. 
10 Kitab undang-undang hukum perdata 
11  Peraturan daerah 
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juga bahwa  masalah sosial selalu muncul dalam  kehidupan manusia. Masalah sosial  

merupakan kondisi yang tidak  diharapkan yang tidak sesuai dengan  kondisi yang 

diidealkan, dengan  demikian selalu mendorong usaha untuk  melakukan perubahan. 

Realitas bahwa  masyarakat selalu berusaha untuk  memenuhi kebutuhan dan 

memecahkan      masalah sosial, menyebabkan dalam  kehidupan masyarakat selalu terjadi  

proses dan usaha perubahan. Hal itu  disebabkan karena pada umumnya setiap  

masyarakat menginginkan kondisi  kehidupannya berkembang semakin  baik. Suatu 

kehidupan dimana  kebutuhan-kebutuhan dapat semakin  terpenuhi. (Soetomo 2011: 25-

27).   

       Pendapat dari beberapa  masyarakat tentang parkir liar masih saja  terjadi di setiap 

Daerah, baik Kota  maupun Kabupaten. Salah satu  minimarket yang sangat ternama dan  

sering dikunjungi oleh banyak kalangan  masyarakat yang bernama Indomaret dan  

alfamart ini masih terdapat praktik parkir  liar atau parkir ilegal yang berarti tidak  resmi 

karena tidak adanya perizinan  untuk lahan parkir kepada pemilik  Indomaret dan alfamart 

ataupun pihak  yang berwajib. Parkir liar di Indomaret  Rawalumbu membuat resah 

bahkan  beberapa kali menjadi perdebatan antara  oknum parkir liar dengan pengunjung,  

terkadang beberapa masyarakat geram  dengan tingkah oknum pungutan liar  (pungli), 

karena cara meminta uang atau  upah parkir yang terkadang bersikap  memaksa. 

Sebenarnya masyarakat pun  tidak mempermasalahkan harga ataupun  tarif parkir, namun 

cara dan sikap oknum  pungli tersebut yang membuat  pengunjung menjadi merasa tidak  

nyaman.12 

     Pendapat dari masyarakat  kenapa juru parkir liar masih ajah ada dan  makin banyak 

yaitu karena kurangnya  perhatian dari pemerintah, kurang  tegasnya pemerintah dalam 

menyikapi  keberadaan mereka sehingga tidak ada  efek jera, serta sulitnya lapangan  

pekerjaan, sehingga mereka memilih  menjadi juru parkir liar. Dan dampak  negatifnya 

kurangnya keamanan dan  tanggung jawab. Masyarakat menilai “Kompasiana.com.” 

KOMPASIANA.  Kompasiana.com, December 9, 2021. berdasarkan pengalaman dan  

pengetahuan mereka selama ini dalam  menggunakan jasa juru parkir liar dan  parkir 

resmi. 

                                                
12 Yuli sandi s. “Sudut Pandang Pengunjung  Indomaret Tentang Parkir Liar Halaman 1  
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KESIMPULAN  

       Berdasarkan uraian dan  penjelasan di atas, maka dapat  disimpulkan bahwa 

penegakan hukum  merupakan suatu usaha untuk  mewujudkan ide-ide keadilan, 

kepastian  hukum dan kemanfaatan sosial menjadi  kenyataan. Jadi penegakan hukum 

pada  hakikatnya adalah proses perwujudan  ide-ide. Penegakan hukum merupakan  suatu 

proses dilakukannya upaya  tegaknya atau berfungsinya norma norma  hukum secara 

nyata sebagai pedoman  pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam 

kehidupan  bermasyarakat dan bernegara. Penegakan  hukum merupakan usaha untuk  

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep  hukum yang diharapkan rakyat menjadi  

kenyataan. Penegakan hukum  merupakan suatu proses yang melibatkan  banyak hal. 

Teori penegakan hukum  dalam hal ini dapat diaplikasikan  terhadap keberadaan tukang 

parkir  indomaret dan alfamart yang secara  ilegal meminta retribusi kepada  pelanggan 

yang menggunakan  kendaraan. Hal tersebut yang kemudian  memberikan suatu 

konsekuensi yuridis  untuk Pemerintah melakukan penegakan  hukum terhadap 

keberadaan tukang  parkir tersebut. Penegakan hukum  tersebut dapat dilihat di dalam 

Pasal 1  angka 64 UU No. 28 Tahun 2009  menyebutkan soal retribusi parkir yang  

merupakan pembayaran pada jasa atau  pemberian izin tertentu yang disediakan  khusus 

atau diberikan dari pemerintah  daerah sebagai dalam kepentingan orang  pribadi atau 

badan. Kemudian, diatur  juga di dalam KUHP Pasal 368-371.  Bukan hanya itu saja, 

Peraturan Daerah  Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak  Daerah dalam Pasal 69 Ayat 1 

juga turut  menjelaskan keberadaan legalitas dari  keberadaan juru parkir yang memungut  

retribusi. Hal tersebut kesemuanya  dilarang dan tidak diperbolehkan. Pendapat dari 

masyarakat kenapa juru  parkir liar masih ajah ada dan makin  banyak yaitu karena 

kurangnya perhatian  dari pemerintah, kurang tegasnya  pemerintah dalam menyikapi 

keberadaan  mereka sehingga tidak ada efek jera,  serta sulitnya lapangan pekerjaan,  

sehingga mereka memilih menjadi juru  parkir liar.   

Berdasarkan kesimpulan di atas,  peneliti memiliki beberapa saran yaitu: Untuk dapat 

mencegah pemungutan  retribusi parkir di Indomaret dan  Alfamart maka Pemerintah 

Daerah dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera  merevisi atau membuat peraturan 

yang  baru agar dapat mengatur pemungutan  retribusi parkir yang sah sehingga tidak  
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merugikan masyarakat. Kepada aparat penegak hukum,  diharapkan mampu untuk lebih 

tanggap  dan dapat memberikan hukuman yang  tegas kepada oknum-oknum yang  

melakukan pungutan liar parkir. 
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